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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik 
di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging yang telah di amanahkan oleh 
UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode pendekatan yang dipakai 
penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging, 
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian penulis dalam 
mencari data menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, 
pengamatan, dan wawancara di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di 
Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging belum terpenuhi secara maksimal 
yang didasarkan pada asas - asas pelayanan publik pasal 4 UU No. 25/2009 
Tentang Pelayanan Publik yang meliputi : kepentingan umum, kepastian hukum, 
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, 
persamaan perlakukuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas 
dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, 
kemudahan dan keterjangkauan. 
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pelaksanaan Pelayanan Publik, Asas 
Pelayanan Publik 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to know about the public services in the 
Technical Service Unit of Pengging Market that has been mandated on UU No. 
25/2009 about Public Services.  In this research, the researcher used a juridical 
and empirical method, the method is a descriptive study. The research was 
conducted in the Technical Service Unit of Pengging Market which is located at 
Pengging, Banyudono, Boyolali. The researcher collected the data by using 
literature study, observation, and interview. Based on the result and discussion 
of the research, it can be concluded that the implementation of public service in 
the Technical Service Unit of Pengging Market have not been fulfilled to the 
maximum. That is based on the principles of public service article 4 UU No. 
25/2009 about Public Services they are: public interest, legal certainty, equality 
of rights, professionalism, participatory, equality of treatment/non-
discriminatory, openness, accountability, facilities and special treatment for 
vulnerable groups, punctuality, and velocity, ease and affordability. 
Keywords: Public Services, The Implementation of Public Services, The 
Principles of Public Services 
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1. PENDAHULUAN
Dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari 
para aparatur pemerintah, maka pemerintah menerbitkan UU No. 25/2009 
Tentang Pelayanan Publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas 
merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) 
sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah 
maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang 
harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan 
oleh semua para aparatur pemerintah.Ruang lingkup pelayanan publik 
menurut UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik meliputi pelayanan 
barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif meliputi 
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi 
dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis 
lainnya. 
Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah 
penting, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan 
dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas - fasilitas yang menunjang 
kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih, telepon umum dan lain 
sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang publik, 
maka kehidupan masyarakat akan baik artinya tidak ada masalah yang 
menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.1 Salah satu bentuk 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan 
kebutuhan fasilitas masyarakat, terutama pada peraturan perundang 
undangan yang telah dibuat sering kali tidak mudah dipahami oleh sebagian 
civitas publik sebagai pengguna yang berpendidikan rendah, sehingga 
banyak terjadi mis komunikasi antara birokrasi dengan warga masyarakat 
pengguna layanan. Hasil penelitian Indonesia Rapid Decentralization 
Appraisal (IRDA) yang menunjukan bahwa kesulitan-kesulitan teknis seperti 
1 Sinambela,  Lijan Poltak,  dkk,  Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2007 hlm. 13 
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ini dialami oleh warga pengguna di berbagai tempat di seluruh Indonesia 
(asiafoundation.org). Pelayanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar 
warga Negara dan Negara harus menjamin akses warganya terhadap 
pelayanan tersebut. Undang-Undang pelayanan publik menjamin hal ini 
karena menyadari betapa pentingnya keberadaan dan peran negara untuk 
melindungi hak-hak warganya dan menempatkan mereka sebagai pemangku 
kepentingan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik.2 
Berdasarkan dari peraturan yang ada pada penerapan dalam 
meningkatkan mutu pelayanan, maka setiap daerah mempunyai hak untuk 
mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah sebuah bentuk 
pemindahan tanggungjawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, 
personel, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah ke tingkat 
pemerintahan dibawahnya.3 Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Boyolali 
mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali  No. 2 Tahun 2013 
Tentang Pelayanan Publik untuk menerapkan peningkatan mutu pelayanan 
publik.  
Penerapan dalam meningkatkan pelayanan publik yang dijelaskan 
pada UU No. 25/2009  harus berasaskan pada kepentingan umum, kepastian 
hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, 
partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan 
waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Melihat dari hal 
tersebut, Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging Kabupaten Boyolali 
merupakan salah satu instansi pemerintahan anak dari induk Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali berdasarkan pasal 25 
Peraturan Bupati Boyolali No. 73 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan 
2 Agus Dwiyanto,  Manajemen Pelayanan Publik,  Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2010  hlm. 62 
3 Ladzi Safrony,  Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam  Konteks Birokrasi 
Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media Publising,  2012, hlm. 16 
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Eselon Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali 
memiliki tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik. Tugas dan kewenangan tersebut meliputi melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan 
pengelolaan pasar untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang baik.  
Pelayanan dalam unit pelaksanaan teknis pasar umum Pengging 
Kabupaten Boyolali masih memiliki beberapa kendala seperti hal yang 
belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang publik service 
(Pelayanan Umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan 
aparatur pemerintah kepada masyarakat, kususnya pada para 
pedagang.Pedagang di Pasar Pengging mengemukakan kendala tersebut 
terjadi karena  kurang perhatiannya pegawai UPT di lapangan kinerjanya.4 
Sehingga para pedagang kurang puas dalam pemenuhan fasilitas yang 
dilaksanakan oleh UPT, meliputi kondisi lingkungan kumuh, sanitasi air 
tidak lancar, dan kondisi bangunan kurang memuaskan. Maka dari itu sudah 
haknya para pedagang untuk menuntut dan mendapatkan perhatian tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
penulis mengajukan  rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah 
pelayanan publik di UPT pasar pengging sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
UU No. 25 /2009 Tentang Pelayanan Publik  ? dan (2) Bagaimana 
pelaksanaan pelayanan publik oleh Unit Pelayanan Teknis  Pasar Umum 
Pengging di Kabupetan Boyolali ? 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pelayanan publik 
di Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging apakah sudah sesuai 
dengan prinsip-prinsip UU No. 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dan (2) 
Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dan kendala apa saja yang 
dialami oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging di Kabupaten 
Boyolali 
4 Suwito, Pedagang Pasar Umum Pengging, Wawancara Pribadi, Boyolali, 4 Desember 
2017, pukul 13:30 WIB. 
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Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut : (1) Manfaat Secara 
teoritis penelitian ini bermanfaat secara akademis, yaitu sebagai bahan kajian 
dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang hukum, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi 
pengembangan ilmu hukum dalam mempelajari pelayanan publik dan (2) 
Manfaat Praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 
secara praktik terutama pelayanan publik oleh Unit Pelaksanaan Terpadu 
Pasar Umum Pengging supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-
prinsip UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik sehingga menciptakan 
iklim pelayanan yang baik. 
2. METODE
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan 
yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori 
- teori, konsep - konsep, asas - asas hukum serta perundang - undangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan empiris yang 
dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat 
hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam 
masyarakat. Jadi pendekatan  empiris harus dilaksanakan di lapangan, dapat 
menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.5 Sehingga dapat 
disimpulkan  pendekatan yuridis empiris yakni dilihat dari kenyataan yang 
ada dalam praktek di lapangan lalu dikaitkan dengan hukum atau suatu 
peraturan karena sebagai pranata sosial yang nyata. Pendekatan ini dikenal 
pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung 
dilapangan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
5 Hilman Hadikusuma,  Metode Pembaharuan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, 
Bandung: Mandar Maju, 1995,  hlm.  61 
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undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Menurut Lonsdale, pengertian pelayanan publik ialah segala sesuatu 
yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat 
tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam 
rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.6 Unit Pelaksanaan 
Teknis Pasar Umum Pengging sebagai pelaksana pengelola pasar didasarkan 
pada Peraturan Bupati Boyolali No. 73 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas 
Jabatan Eselon memiliki tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik. Tugas dan kewenangan tersebut meliputi melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
dalam urusan pengelolaan pasar untuk menciptakan iklim pelayanan publik 
yang baik. Berikut merupakan hasil penelitian dari penulis : 
3.1 Pelayanan Publik di Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging 
apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/2009 Tentang 
Pelayanan Publik. 
Dalam pelayanan publik harus memuat beberapa prinsip yaitu 
keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keamanan dan ketepatan waktu. 
Pelayanan Publik di Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging 
sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik 
dalam kaitannya dengan indikator ketepatan waktu, yang dilakukan oleh 
Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum Pengging Kabupaten Boyolali 
untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas adalah melalui percepatan 
waktu tunggu pada setiap jenis pelayanan. Namun demikian, pada 
kenyataannya masih ditemukan tidak konsistennya meliputi kondisi 
lingkungan kumuh, sanitasi air tidak lancar, dan kondisi bangunan 
kurang memuaskan. Selain itu terlihat masih ada keluhan dari sebagian 
masyarakat dan pedagang sebagai konsumen dari Unit Pelaksanaan 
Teknis Pasar Umum Pengging Kabupaten Boyolali tentang pelayanan 
6 Mulyadi Deddy, Studi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta, 2015, 
hlm. 189 
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publik. Pedagang di Pasar Pengging mengemukakan kendala tersebut 
terjadi karena kurang perhatiannya pegawai UPT di lapangan 
kinerjanya.7 
3.2 Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Kendala di Unit Pelaksanaan Teknis 
Pasar Umum Pengging di Kabupaten Boyolali. 
Pelaksanaan pelayanan publik UPT Pasar Umum pengging bersumber 
pada UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik yang secara khusus 
Kabupaten Boyolali Mengeluarkan PERDA No. 2 Tahun 2013 Tentang 
Pelayanan Publik. Pelayanan publik di pasar dilaksanakan oleh Unit 
Pelaksanaan Teknis yang merupakan anak dari Induk Dinas Perdagangan 
Dan Perindustrian. UPT berdasarkan Peraturan Bupati No. 73 tahun 2006 
tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian diberi wewenang untuk mengelola pasar dalam rangka 
mewujudkan pelayanan publik yang baik berdasarkan standar 
pelayanannya yaitu : 
a. Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman, dan nyaman,
b. Menjamin tersediannya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap,
segar harga murah dan terjangkau,
c. Meningkatkan pengelola pasar melalui upaya optimalisasi
penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),
d. Meningkatkan pelajaran serta mengoptimalkan kegiatan
pemberdayaan pedagang pasar,
e. Mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna
pasar,
f. Penyediaan sarana dan prasarana pasar yang representative menuju
pasar yang bersih, sehat dan nyaman,
g. Meningkatkan kemampuan SDM yang berkualitas, professional dan
berdedikasi kerja tinggi, dan
7 Suwito, Pedagang Pasar Umum Pengging, Wawancara Pribadi, Boyolali, 4 Desember 
2017, pukul 13:30 WIB. 
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h. Penataan dan pembinaan pelaku perdagangan (Tukiran staf pasar
pengging).
Dalam pengelolaan pasar harus memuat asas-asas pelayanan 
publik termuat pada pasal 4 UU No. 25/2009 Tentang pelayanan publik 
meliputi : 
1) Kepentingan Umum
Kepentingan Umum (2) adalah kepentingan masyarakat 
dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan 
dalam negeri. Pasal 1 Angka 7 UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. kepentingan umum diatas pada dasarnya 
mengandung pengertian bahwa kepentingan umum adalah 
kepentingan seluruh masyarakat yang tidak boleh 
mendiskriminasikan satupun warga Negara, karena pada dasarnya 
setiap orang yang hidup mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dimata hukum. 
Dari berbagai definisi tentang kepentingan umum diatas pada 
dasarnya mengandung pengertian bahwa kepentingan umum adalah 
kepentingan seluruh masyarakat yang tidak boleh 
mendiskriminasikan satupun warga Negara, karena pada dasarnya 
setiap orang yang hidup mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dimata hukum. Dalam penelitian ini maka jelas seharusnya 
Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan pelayanan yang sama. 
2) Kepastian Hukum
Menjamin setiap masyarakat juga mempunyai kedudukan 
yang sama di depan hukum tanpa melihat status sosial dalam hal 
utamanya dalam pelayanan dan kenyamanan pasar. 
3) Kesamaan Hak
Mampu bersikap professional dan harus bisa melayani 
dengan baik dan ramah dengan tidak melakukan pembedaan 
perlakuan. 
4) Keseimbangan Hak dan Kewajiban
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 UPT dalam memberi layanan berkewajiban memberikan 
hak-hak mereka dengan baik sesuai dengan kadarnya.  
5) Keprofesionalan
Kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang 
pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan 
juga sebagai cerminan potensi diri “profesionalistas pegawai juga 
meningkat dibandingkan dengan ketika berada di kantor”. 
6) Partisipatif
Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administrative. 
7) Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif
Pelaksanan di UPT Pasar Umum Pengging tidak ditemukan 
kejadian seperti hal tersebut dan sudah dilaksanakan dengan baik 
tanpa pandang bulu. 
8) Keterbukaan
Berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi 
pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai 
dengan perturan perundang - undangan. Unit Pelaksanaan Teknis 
Pasar Umum pengging. 
9) Akuntabilitas
Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, 
pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada 
masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Dalam melayani pelayanan 
harus dapat dipertanggungjawabkan. 
10) Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan
UPT Pasar Umum pengging sudah dijalankan dengan baik, 
namun sesuai wawancara ada beberapa kendala dalam pemenuhan 
fasilitas sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan para 
10 
pedagang seperti lingkungan kumuh, sanitasi tidak lancar dan 
kualitas bangunan tidak memuaskan. 
11) Ketepatan Waktu
Dalam UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 21 
untuk memperlancar kegiatan sebelumnya harus memiliki standar 
pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan 
prosedur. 
12) Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan
Pasar tradisional yang berada dekat dengan pasar modern 
yang mengutamakan pelayanan terkena dampak yang lebih buruk 
dibanding yang berada jauh dari supermarket umumya memiliki 
akses tempat nyaman dan aman membuat para pedagang makin sulit 
untuk mempertahankan eksistensinya khususnya pelayanan baik 
akses pembangunan jalan maupun kenyamanan. 
Menurut responden dampak sosial keberadaan Pasar modern 
yang mengutamakan pelayanan pada pasar umum Boyolali. (1) 
penurunan omset penjualan akibat turunnya jumlah pembeli (2) 
turunnya jumlah pedagang di Pasar Kota Boyolali (3) persaingan 
antara pedagang Pasar Umum Boyolali dengan pasar modern yang 
mengutamakan pelayanan (4) meningkatkan persaingan antar penjual 
sendiri di pasar tradisional (5) sulitnya mendapatkan pasokan dari 
supplier. 
Keduabelas tersebut sudah dipenuhi oleh UPT, namun masih ada 
beberapa kendala mengenai fasilitas yang mengakibatkan kurang nyamanan 
penjual dan pembeli di pasar yang harus dibenahi. Padahal dalam standar 
pelayanan berbunyi “Penyediaan sarana dan prasarana pasar yang 




Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya selanjutnya dapat 
diperoleh kesimpulan penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh 
dari penelitian ini sebagai berikut : 
a. Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Teknis Pasar Umum Pengging
apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/2009 Tentang
pelayanan Publik.
Pelayanan Publik di Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum 
Pengging sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 25/2009 Tentang 
Pelayanan Publik. Namun demikian, pada kenyataannya masih 
ditemukan tidak konsistennya dalam pelaksanakan standar pelayanannya 
berdasarkan visi misi yang ada, masih di temukan kondisi lingkungan 
kumuh, sanitasi air tidak lancar, dan kondisi bangunan kurang 
memuaskan padahal dalam standar pelayanan UPT berkewajiban 
“menyediaan sarana dan prasarana pasar yang representative menuju 
pasar yang bersih, sehat dan nyaman”. 
b. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Umum
Pengging.
Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan 
publik yang berdasarkan pada pasal 4 UU No. 24/2009 Tentang 
Pelayanan Publik. Namun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya 
berkaitan dengan fasilitas pelayanan sehingga membuat pedagang dan 
pembeli kurang nyaman. Dari hal ketidaknyamanan dalam pelayanan 
pedagang mengalami penurunan omset karena para pembeli memilih 
berbelanja di tempat yang nyaman dan bersih, misalnya berbelanja di 
Supermarket. Kejadian tersebut memberi dampak bagi para pedagang 
dalam pendapatan menurun. Hal ini sudah menjadi hak para pedagang 
untuk menuntut kepada instansi untuk meningkatkan pelayanan di pasar 
mengenai sarana dan prasarana untuk memperlancar akses dan proses 
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jual beli. Karena pasar merupakan kebutuhan  pedagang dalam mencari 
nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari. 
4.2 Saran 
Sebagai aparatur pemerintah, UPT Pasar Umum Pengging yang 
berkewajiban menyediakan pelayanan publik baik berupa barang ataupun 
jasa harus dilaksanakan semaksimal mungkin bagi yang membutuhkan 
berdasarkan standar pelayanan yang ada untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. 
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